
BUPATI PATI

PERATUFAN BUPATI FATI

f{OMSR 18 rer{rs 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR KOPERA$|
DAN U$AHA KEctt- DAN MENENG.qH KABL.TFATET{ pATt

TAHUN ANGGARAN 2OO5

SUPATI FATI

Menimbang: a. bahwa daram rangka meningkatkan kemampuan usaha
Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah rnenjadi
pelaku ekonorni yang sehat, iangguh dan mandiri perlu
memberikan duklngan dan langkah_langhh operasional
pemberdayaan y€ng intensif dan terpadu dengan memberikan

Finiaman modal bergulir;

b. bahum sehubungan dengan har tersebut diatas agar
pelaksanaannya dapat berdaya guna dan hrhasil guna, maka
diperlukan Fetunisk teknis F*nyaiuran Dana Bergulir Koperasi
dan usaha Kecil dan Menengah Kabupaten pati rahun
Anggaran 2005;

c. bahura berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati.

Mengingat I' Undang'undang Nomor 13 Tahun 1g$0 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Linglalngan Propinsi Jawa TenEah
{tserita Negara Republik lndonesia Tahun lgS0);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1gf4 tentang Ketentuan_
ketentuan Pokok Kesejahteraan $osial {Lembaran Negara
Republik lndoneela Tahun 1gT4 Nomor sg, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor s039);

3.' Undang-Undang Nomor S Tahun ig84 tenhng perindustrian

ilembaran Negara Republik lndgnesia Tahun 1gA4 Nornor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor g?gg);



4. l.lnciang-i.,ndang f{omor 25 Tahun iggZ ientang PerkcBerasian

lLemoiran .Negara 
Repubiik indonesia Tahun lgg2 Nomor'! i6,

rambahan Lembaran iriegara Republik indonesia Nomor 3502):

5. Undang-Undang Nomar I Tahun 1gg5 ientang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik lndo*esia Tahun 1995 f-lcmor 4611,

[ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor T4];

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2W4 tentang Pemerintah

Baerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20CI4

Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 443Tt:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati itomor 2 Tahun 20S5 tentang

Anggaran PendaBatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati

Tahun Anggaran ?0S5 {i-ernbaran Daerah Kabupaten PatiTahun
2S05 Nsmor ?);

MEMUTU$i(AN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATT PAT! TENTANG pEruNJuK TEKNts DANA

BERGULIR KCPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

]fiBUPATEN PATI TAHUN 2005.

BAB I

KFTENTIJAN UfulUIVt

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fati.

2. Pemerintah Daarah adalah Bupati dan perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupatladalah Bupat! Pati.

4. Perusahaan saerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Kesamatan yans selanjutnya disebut pD. BFR BKK adalah

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Keean'latan di Kabupaien Pati,

5. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang

seorang atau badan hukum koperasi ciengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.



g. Kelornpok tJsaha adalah yang rnelakukan usaha ya*g

berbe*iuk kelornpok dengan jenls usaha yang sama atau

sejenis.

7. Pengusaha Kecil adaiah pengusaha yang rnelakukan kegiatan

Usaha lrang merniliki k*kayaan bersih paling banyak Rp.

50.000.090,- (lima puluh juia rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan.

8. Pengusaha menengah adalah pengusaha yang melakukan

kegiatan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan.

9. unit Fengelola Keuangan adalah rim yang ditetapiran

berdasarkan Keputuaan Bupati.

10. Jasa atau bunga adalah iingkat bunga yang harus dibayar oleh

Koperasi, usaha Kecii dan Menengah kepada pemerintah

lGbupaten Pati yang besarnya sesuai dengan ketentuan

dalam Fetunjuk Teknis.

11. Dana bergulir aciaEah Dana Anggaran pendapaian Dan Belanja

Baerah Kabupaten Paii yang dipinjamkan kepada Koperasi,

Usaha Kecii dan Menengah lewat F*. gpR gKK dengan

kqtentuan dan proaedur daiam petunjuk ieknis !ni.

BAB II

TI.JJUAN trAN SASARAN

Pasal 2

Tuiuan perkuatan modat begulir bagi Koperasi, usaha Kecil dan
Menengah adalah:

a. mengembangiean sektor riil khususnya Koperasi, usaha Kecil

dan F$enengah di Kabup*ten Pati;

b. memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serh
pening katan pendapatan Daerah ;

c. meningkatkan akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

untuk memperoleh pelayanan pinjaman dana bergulir dari

Pemeriniah faerah ; cian

d. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian

Daerah.



pasal 3

$aaaran perkuatan modal bergulir adalah:

a. meningkatkan iumlah Koperasi, usaha Kecil dan Menengah di
sektor Koperasi, rndustri Kecil, perdagangan, pertanlan,

Petemakan dan perikanan;

b' terwujudnya peningkatan pendapatan bagi Koperasi, pengusaha

kecildan menengah;dan

c. terlaksananya perkuatan modal bergulir bagi Koperasi, usaha
Kecil dan Menengah yang tercermin dari suksesnya penyaruran,
pemanfaatan, pengembalian piniaman dan pelnyaluran kembali
dana bergulir kepada Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
lainnya.

BAB III

$TATUS DAN SUMBER DANA

pasal 4

shtus dana adalah piniaman dari pemerintah Kabupaten pati

kepada Koperasi, Usaha Kecildan fvfenengah.

Pasal S

sumber Fana berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten patiTahun Anggaran 2005.

BAB IV

BANK PENYAL1JR

Pasal 6

Bank penyalur dana bergulir kepada Koperasi, usaha Kecil dan
Menengah adalah PD. BpR BKK Kabupaten pati.

BAB V

PENERIMA DAN SYARAT PINJAMAN

Pasal 7

(1) Penerirna dana bergulir adalah :

a. Koperasi;

b. kelompok Usaha Miko dan Kecil;

c. usaha Kecildan Menengah Bidang lndusfri perdagangan;



't

d. usaha Kecil dan Menengah bidang pertanian cian
peternakan: dan

e. iJsaha Kecildan Menengah di bidang perikanan;

i2) Persyaratan penerima pinjaman dana bergulir adarah:

a" Koperasi:

f . merupakan lembaga koperasi primer yang sudah

berdasar hukum minimal 1 isatu) tahun;

2. teiah meiaksanakan Rapat Rnggota Tahunan Tahun

buku terakhir;

3. sehat organisasidan usaha; dan

4. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari

APBNIAFBD propinsilApBD Kabupaten selama z tahun
terakhir yang besarnya rebih dari Rp" 20.0CI0.*fi0,-
(ciua puluh juta rupiahi.

b,. Kelompok Usaha Mikro dan Kecil :

i. merniiiki usaha yang iayak dikembangkan;

2. mempunyai keiompok yang beranggotakan minimai i0
orang cian rnaksimal 25 orang dengan usaha yang

sejenis; cian

3. memperoleh pengesahan ciari KeBara Desa cian camat
setempat.

c. Ljsaha Kecilcian Menengah Biciang industri perdagangan 
:

1. mempunyai kegiatan usaha yang ciibuktikan dengan

surai ljin yang dikeluarkan dari Dinas Ferinciustrian dan

Pereiagangan Kabupaten pati berupa:

ai $urat ljin Llsaha perdagangan (SiUFi;dan

bi randa Daftar lndustri tTrrD atau ijin usaha inciustri

(tuti

. 2. nremiliki usaha yang iayak dikembangkan; dan

3. usaha Kecii cian Menengah penerima pinjaman ciana

berguiir tahun zCI0g yang sudah runas pokok dan bunga.
d. Llsaha Kecii dan Menengah bidang pertanian cian

peternakan:

1. kelompok tanilpeternak dibawah pembinaan penyuluh

perianian;

2. rnemBunyai usaha tani yang layak dan jelas;



3. kelompok petani/peternak yang bergerak di bidang
usaha:

a) buciidayapertanianlpeternakan;

bi pengolahanhasil-hasilpertanian;

ci jasa di bidang pertanian dan Beternakan; dan
d) sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.

4. jumlah anggota kelompok terdiri dari E * i0 orangi dan
s" kerompok tanilpeternak penerima dana bergurir tahun

2003 aku iahun 2&)4 yang sudah merunasi pokok dan
bunganya.

e. iJsarra Kecirdan Menengah di bidang perikanan:

1. mempunyai usaha yang iayak cian jelas di bidang
usaha:

ai buriiciayaperikanan;

bi pengolahan hasii-hasii perikanani cjan
c) sarana dan prasarana perikanan.

2. keiompok tani di baurrah pembinaan Dinas Kerautan dan
perikanani dan

3. dinamika keiompok ieiah berjalan.

BAB Vi
JASA BUT.JGA, JANGKA WAKTU DAN NILAI FINJAMAN

Bagian pertama

Jasa Bunga

pasal g

(j) jasa Bunga Binjaman yang dikenakan oleh pemerintah
Kabupaten pati Kepada Koperasi, usaha Kecir dan Menengah
sebesar E% (delapan Fersen) per tahun dengan alokasi
penggunaaRnya sebagai berikut:

a. jasa PD. BpR BKK sebesar 4% {empat perseni;
b. Pendapatan Asli Daerah sebesar Z% (dua persen);
e. operasional Ljnit Fengelola Keuangan sebesar 296 (dua

persen); cian

ci. penggunaan biaya sebagairnana dimaksud pada huruf c
ciiatur sesuai dengan kebuiuhan dan berdasarkan
ketentuan tentang standarisasi yang ditetapkan Bupaii.



{2) Jasa bunga Pendapatan Asli Daerah dan Operasional Unii
Pengeiola Keuangan disetor oleh pD. BpR BKK ke pemegang

Kas Sekrehriat Daerah Kabupaten pati.

Bagian Keciua

Jangka Waktu pinjaman

Pasai g

(1) Jangka waktu pinjaman dana bergulir yang diberil<an
Pemerintah Kabupaten pati kepada Koperasi, usaha Kecil dan
Menengah bidang lndustri.

(2) Jangka waktu pinjaman dana bergulir kepada usaha kecil dan
menengha bidang perhnian dan peternakan paling lama S
gima) tahun.

Bagian Ketiga

Nilai piniaman

Pasal 10

Nilai pinjaman yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Fati
kepada Koperasl, Usaha Kecildan Menengah adalah :

a. badan usaha yang berbentuk Koperasi/kelompok, paling banyak
Rp. ?5.000.W9,- {dua puluh lima juta rupiah};

b. usaha Kecil sejenis dibidang induEtri perdagangan yang
berbentuk kelompok, paling banyak Rp.2s.0ffi.000,- (dua puluh

lima juta rupiah);

c. usaha Kecil dan menengah dibidang indusbi perdagangan yang

berbentuk pereorangan paling banyak Rp. 10.000.000,-

{sepuluh juta rupiah);

d. Usaha Kecildan Menengah dibidang Frhnian dan peternakan:

l. budidaya pertanian, pengolahan hasil perhnian, jasa bidang
perhnian dan sarana perhnian paling banyak
Rp. 7.500.000,- (tuiuh jub lima ratus ribu rupiah);

2. budldaya unggas/ayam bunasipuyuh dan budidaya kambing
domba paling banyak Rp. 7.s00.000,- (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah);

3. budidaya itik paiing banlak Rp. iZ.5&1.000,- {dua belas juta

lima ratus ribu rupiah);dan



4. peternakan sapi potonglsapi perah paring banyak
Rp.25.900.000,- {dua puluh lima juta rupiahi.

e. usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan yang berbentuk
perseorangan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiahi
dan yang berbentuk kerompok paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

BAB ViI

MEI(ANISME DAN PROSEDIJR PENYALURAN DANA BERGUL|R

pasal 1 1

(1) $osialisasi program pemberdayaan Koperasi, usaha Kecil dan
Menengah melalui perkuatan modal bergulir oleh Dinas/instansi
teknis.

tzi Koperasi, usaha Kecil dan Menengah mengajukan permohonan
pinjaman dana berguiir kepada Dinas/lnstansi teknis dan
selanjutnya diseleksi sesuai bidang usaha masing-masing

Yaitu:

a. bidang koperasi diajukan kepada Kantor Koperasi
Kabupaten pati;

b. biciang industri perciagangan kepacia Dinas perindustrian

dan Perdagangan Kabupaien Fati;

c. bidang Pertanian dan peternakan kepada Erinas pertanian

cian Peternakan Kabupaten Fati; cjan

d, bidang Perikanan kepada Dinas Kelautan dan perikanan

Kabupaten pati;

i3i Hasil seleksi dari Dinasiinstansi teknis aias pengajuan dari
Koperasi, usaha Kecil dan Menengah selanjutnya dibuatkan
rekomendasidan dikirim ke unit pengerora Keuangan;

i4) Rekomendasi dari Dinas/lnstansi teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} diteruskan ke pD. BpR BKK.

isi PD. BPR BKK mengadakan penelitian iokasi untuk menganaiisa
keiayakan usaha, selanjutnya pD. BpR BKK dapat menolak
atau merealisasikan.

{6i Rtas ciasar analisa yang dilakukan oleh pD. BpR BKK apabila :

a. ditolak maka proposal dikembalikan ke unit pengelola

Keuangan; atau



b. direaiisasikan maka FD. BFR BKK mengajukan kepada unii
PengelolaKeuanganuntuktransercianasesuaiplafon

krediUnilai pinjaman;

(7i Daiam perjanjian kredit yang dibuat oleh FD. BFR BKK,
Koperasi, iJsaha Kecildan Menengah berkewajiban :

a. mernbayar provisisebesar I % isatu perseni; dan
b. Menyerahkan agunan berupa sertifikat ianah aiau Buku

Pemilikan Kendaraan Bermotor yang disesuaikan ciengan
besarnya piafon kredii.

BAB VIII

KE TE f{TIJAru FE hIG E MBAL IAN ANGS U RAN F I hJJAMAN

Fasai 12

il) Angsuran pokok dan bunga dibayar secara bulanan atau
musiman sesuaijenis usaha yaitu :

a. bidang kopersi, industri perdagangan dan perikanan
angsuran pokok dan bunga dibayar secara buianan; dan

b. bidang pertanian dan peiernakan angsuran pakok dan
bunga dibayar secara sefiap 6 (enam) buian sekari.

€) Angsuran pokok dan jasa bunga sebesar 2% idua persen)
uniuk FAD dan z% untuk operasinar unit Fengerora
Keuangan, disetor oleh pD. BFR BKK ke rekening Femegang
Kas setiap bulan.

BAB iX

KETENTIJAI\I LAIN

Pasal i3
(1) Akumulasi angsuran pokok yang diterima dapat digulirkan

kembali kepada koperasi, usaha kecil dan rnenengah yang lain
dengan ketentua sama.

(2) Jika Koperas!, usaha Kecil dan Menengah yang teiah iunas
dengan kreciibilitas, baik dapat memperoleh pinjaman kembali
maksimal2 (dua) kali periode.

i3) Jika Koperasi, usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai
kredibilitas jelek, ticiak diberikan pinjaman kernbali.



BAB X

MONITORING DAN EVALIJASI

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan

Koperasi, usaha Kecil dan Menengah meiarui perkuatan modal

bergulir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik

sebagai berikui:

a. PD. BFR BKK:

i. rnengadakan penagihan kepada peminjamlnasabah seiiap

bulan;

2. melaporkan perkembangan angsuran pokok dan bunga

kepada iJnit Pengelola Keuangan {Upfi setiap bulan; cian

3. melaporkan hai-haf lain yang dianggap perlu.

b. iJnit Pengelola Keuangan (UPKi :

1. Membuat rekapituiasi angsuran pokok dan bunga dari hasil

laporan PD. BPR BKK;

2. Membuat teguran kepada nasabahipeminjam yang

mempunyai tunggakan; dan

3. melaporkan perkembangan penyaluranipemanfaatan dana

bergulir dan perkembangan angsuran kepada Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal J5

(1) Apabila dari hasil evaluasi dan pengendarian yang dilakukan

oleh rim ditemukan indilosi penyimpangan yang dirakukan

oleh peminjam dana bergulir yaitu peruntukannya tidak sesuai

dengan permohonan, maka Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah tersebut wajib mengembalikan dana yang sudah

diterima dan tetap membayar bunga dan tidak akan diberikan

bantuan atau fasilitas kredit lainnya yang sejenis.

(2) Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan

dikenakan tinciakan secara hukum sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.



BAB XII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan Fnempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

padatanggal 21 Septenbar 2005

BUFATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 21 september 2oo!

SEKRETARIS DAERAI.I KABUPATEN PATI

I itr.'n U'r-l Ald

s{,
BERITA DAERAH KABUPATEN PATITAHUN aool NOMOR rt


